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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang sudah tidak asing lagi di 

masyarakat. Pada umumnya Bank merupakan suatu tempat untuk menyimpan dan 

ataupun meminjam uang, mungkin itu pula yang terlintas di benak masyarakat 

umumnya saat mendengar kata Bank. Dalam UU RI No. 7 Th. 1992 tentang 

Perbankan dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun pengertian 

tersebut diatas mengalami sedikit perubahan sebagaimana tertera dalam UU RI 

No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Th. 1992 tentang 

Perbankan, yakni Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningakatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Seiring perkembangan perbankan, banyak ilmuan Muslim meneliti tentang 

lembaga keuangan konvensional yang hasilnya banyak ditemukan praktek 

perbankan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam sehingga muncullah nama 

Lembaga Keuangan Syariah dengan sitem yang telah dimodifikasi sehingga sesuai 

atau sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, termasuk diantaranya 

mengenai Perbankan Syariah sehingga ditetapkanlah UU RI No. 21 Th. 2008 
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tentang Perbankan Syariah yang menerangkan bahwa Bank Syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Namun tugas ataupun fungi yang ada di lembaga tersebut tidak 

terlalu jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan 

dana dari masyarakat juga pembiayaan, namun kegiatan pokok BPRS lebih 

diarahkan pada usaha produktif, UKM, dan investasi.1 

Secara umum, BPRS memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agen of 

development) yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan 

perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan 

masyarakat melalui pemberian bantuan kredit serta menghimpun dana dari 

masyarakat. Di samping itu BPRS juga berfungsi mempersempit ruang gerak para 

pelepas uang dan rentenir yang sampai saat ini masih sulit untuk diberantas.2 

Musyārakah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan dari BPRS 

yang bisa membantu dan mewujudkan harapan masyarakat melalui kerjasama 

yang saling menguntungkan antara nasabah dengan pihak BPRS. Musyārakah 

                                                 
1 Wiroso, Seri Perbankan Syariah; Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha 

Bank Syariah, (Grasindo, Jakarta, 2005), hlm. 2 
2 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan 

Ancaman (Ekonisia, Yogyakarta. 2002), hlm. 113. 
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dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiaaan proyek yang dilakukan 

nasabah dan pihak bank yang secara bersama-sama mengeluarkan dana untuk 

pembiayaan proyek tersebut. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang 

bekerjasama dapat berupa uang, barang perdagangan (trading asset), kepemilikan 

(property), peralatan (equipment), kepandaian (skill), kewiraswastaan 

(entrepeneurship) atau seperti hak paten dan goodwill (intangible asset).3 

Praktiknya, kerjasama yang menggunakan prinsip musyārakah di 

dalamnya harus terdapat akad atau perjanjian dua belah pihak dalam usaha 

tertentu untuk mengelola perusahaannya yang keuntungannya akan dibagi 

menurut kesepakatan. Dalam transaksinya mengharuskan adanya ījab dan qabūl 

yang secara mutlak seluruh pembiaannya diperuntukkan bagi kegiatan yang 

bersifat produktif. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam modal dan 

keuntungan.4 

Dalam konteks perbankan syari’ah, pembiayaan musyārakah diaplikasikan 

untuk pembiayaan proyek yang modalnya ditanggung nasabah dan pihak Bank. 

Setelah proyek selesai, pihak nasabah harus mengembalikan modal berikut bagi 

hasil dari keuntungan usaha tersebut.5 

Kerjasama musyārakah sebagaimana dikemukakan di atas, dipraktekkan 

juga di BPRS Amanah Rabbaniah, Banjaran Bandung. Dalam pelaksanaannya 

BPRS Amanah Rabbaniah hanya berkenan menerima pengajuan pembiayaan 

musyārakah yang diperuntukkan pembiaayan suatu proyek. Pak Agus 

                                                 
3 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hlm. 194 
4 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007), hlm. 165 
5 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Gema Insani Press, 

Jakarta, 2001), hlm. 93 
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(koordinator marketing BPRS Amanah Rabbaniah) mengatakan bahwa kami 

(pihak BPRS Amanah Rabbaniah) sangat selektif untuk nasabah yang 

mengajukan pembiayaan musyārakah,  selain pemohon harus merupakan nasabah 

tetap yang existing, pihak nasabah juga harus berbentuk kelompok usaha atau 

badan usaha berupa CV ataupun PT dengan tujuan permohonan pembiayaan 

musyārakah diperuntukkan pembiayaan suatu proyek. Adapun jika ada usulan 

pembiayaan modal usaha maka dari pihak BPRS lebih mengarahkan pada 

pembiayaan murābahah. (wawancara dengan Pak Agus, 28 Mei 2015) 

BPRS Amanah Rabbanaiyah dalam melaksanakan pembiayaan 

musyārakah dengan nasabah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Apabila 

jangka waktu tersebut sudah habis, maka pihak nasabah harus segera 

mengembalikan modal berikut bagi hasil dari keuntungan yang didapat sesuai 

akad perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Pembiayaan musyārakah yang dilakukan, kedua belah pihak menyepakati 

patungan modal dengan besaran tertentu, sedangkan untuk pengelolaan modal 

sepenuhnya dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak nasabah harus bersedia 

melaporkan informasi-informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan 

sewaktu diperlukan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak BPRS guna 

memberikan keterangan kepada pihak BPRS Amanah Rabbaniah atas keadaan 

perusahaannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan 

oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniah. Ditetapkan juga dalam lembar perjanjian 

(akad) musyārakah bahwa jika terjadi kerugian maka perjanjian yang telah 

disepakati secara otomatis atau dengan sendirinya akan berakhir, dengan segala 
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modal usaha dari pihak nasabah harus segera dikembalkan kepada pihak BPRS. 

(Data Perjanjian Pembiayaan musyārakah dari BPRS Amanah Rabbaniah 2015) 

Berdasarkan pengamatan serta pengkajian dari beberapa teori mengenai 

musyārakah, ada tiga hal mendasar dalam musyārakah, yaitu: 

1. Perjanjian usaha bersama, 

2. Perjanjian bagi hasil, dan 

3. Perjanjian tanggung jawab bersama jika usaha mengalami kehancuran. 

Menurut para ulama, perjanjian musyārakah berprinsip kepada untung dan 

rugi ditanggung bersama atau yang disebut dengan profit and lost sharing, dengan 

demikian keamanan dalam kerjasama musyārakah lebih terjamin. Ijma ulama atas 

bolehnya melakukan syirkah adalah karena sikap saling tolong menolong dan 

upaya pengembangan usaha secara fungsional.6 

Setiap perjanjian atau akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya 

sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak  milik dari 

penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

berakad. Suatu akad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang 

membatalkan syara’, seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak 

memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.7 

Selain itu, dalam konteks Hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak yang berakad akan berakhir jika terjadi hal sebagai berikut: 

                                                 
6 Rahmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Pustaka Setia, Bandung, 2004), hlm. 186 
7 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, (Darul Fikri, Damaskus, 1997) 

hlm. 231 
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1. Berakhirnya masa berlaku akad atau terealisasinya tujuan daripada akad, 

2. Terjadinya pelanggaran ketentuan perjanjian (persyaratan) oleh salah satu 

pihak, 

3. Terdapat suatu unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian, 

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

Penyaluran pembiayaan musyārakah yang dilakukan oleh BPRS Amanah 

Rabbaniah ini dapat dikatakan sesuai dengan prinsip perbankan syariah, akan 

tetapi belum diketahui secara terperinci tentang berbagai mekanisme yang 

dilakukan di dalamnya. Terdapat beberapa hal yang memberikan keriskanan 

dalam perjanjian pembiayaan musyārakah yang dilakukan di BPRS Amanah 

Rabbaniah Banjaran Bandung, diantaranya : 

1. Pengelolaan modal usaha yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak nasabah 

sedang pihak BPRS  menunggu ataupun meminta laporan setiap informasi 

yang ada selama usaha berlangsung apabila diperlukan. 

2. Pengembalian modal usaha oleh pihak nasabah kepada pihak BPRS 

apabila usaha yang dijalankan menunjukkan adanya gejala kerugian dan 

akad berakhir dengan sendirinya. 

3. Para mitra (antara pihak nasabah dengan pihak BPRS) seharusnya sama-

sama bekerja meskipun dengan porsi yang berbeda namun tentunya harus 

disesuaikan dengan pembagian keuntungan. 

4. Baik keuntungan (profit) maupun kerugian (lost) seharusnya dibagi 

diantara para mitra secara proporsional. 
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Perjanjian pembiayaan musyārakah yang dirasa memberatkan salah satu 

mitra ketika pihak nasabah harus sepenuhnya melakukan usaha yang dijalani dan 

berakhirnya akad jika dirasa mulai ada gejala yang mengarah pada kerugian 

sehingga harus mengembalikan seluruh modal. Namun hal ini dilakukan karena 

kehawatiran pihak BPRS Amanah Rabbaniah yang beralasan, akan tetapi segala 

upaya dilakukan untuk mengantisipasi setiap risiko kerugian yang mungkin terjadi 

guna menjamin keamanan dana yang dikelola oleh pihak nasabah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Profit and Loss Sharing seharusnya bisa diterapkan dengan baik apabila 

pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dengan perjanjian pembiayaan 

musyārakah ini dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya, sehingga jika 

timbul gejala kerugian akan dapat diatasi dengan mudah dan lancar. Faktanya 

yang terjadi dalam akad/perjanjian pembiayaan musyārakah di BPRS Amanah 

Rabbaniah, adanya ketentuan bahwa jika usaha yang dijalankan oleh pihak kedua 

menunjukkan gejala kerugian yang menurut pihak pertama tidak mungkin lagi 

untuk dipertahankan, apalagi dikembangkan, maka akad tersebut dengan 

sendirinya akan berakhir dan semua modal kerja/usaha yang telah diberikan 

kepada pihak kedua harus dikembalikan seketika dan atau sekaligus. Maka dari itu 

diajukanlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyārakah yang dilakukan antara 

pihak nasabah dengan pihak BPRS Amanah Rabbaniah ? 

2. Hal apa yang menyebabkan pembatalan akad pembiayaan musyārakah di 

BPRS Amanah Rabbaniah ? 
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3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembatalan akad 

pembiayaan musyārakah di BPRS Amanah Rabbaniah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Mekanisme pembiayaan musyārakah yang dilakukan antara pihak nasabah 

dengan pihak BPRS Amanah Rabbaniah. 

2. Penyebab pembatalan akad pembiayaan musyārakah di BPRS Amanah 

Rabbaniah. 

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembatalan akad 

pembiayaan musyārakah di BPRS Amanah Rabbaniah. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

BPRS merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting dalam membantu pelaksanaan usaha masyarakat untuk perkembangan 

pelaksanaan ekonomi di Indonesia. Peran serta BPRS ini tercermin dari fungsinya 

sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa 

tanbungan, giro dan deposito serta simpanan lainnya, kemudian menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik dalam jangka pendek 

ataupun dalam jangka panjang. 

Pembiayaan merupakan suatu sektor penting dalam produk perbankan 

karena dapat meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan daya guna uang serta 

penyediaan modal usaha bagi badan usaha atau masyarakat yang mempunyai 

lapangan usaha dalam sektor perdagangan maupun jasa. Pembiayaan juga dapat 
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meningkatkan profitabilitas perbankan. Oleh karena itu, pembiayaan merupakan 

salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan bagi  BPRS yang tidak kalah 

penting dengan sektor lainnya. 

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang melaksanakan usaha. Produk pembiayaan perbankan 

meliputi pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang akan habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan, juga pembiayaan yang bersifat produktif, 

yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk peningkatan usaha, baik itu usaha 

produksi, perdagangan maupun investasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa penyaluran/pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1) Transaksi 

bagi hasil dalam bentuk mudhārabah dan  musyārakah, (2) transaksi sewa-

menyewa dalam bentuk ijārah atau sewa beli dalam bentuk ijārah muntahiya 

bittamlīk, (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābahah, salam dan 

istishnā’, (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, (5) 

transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijārah untuk transaksi multijasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau diberi 

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.8 

Produk penyaluran dana/pembiayaan pada perbankan syariah yang paling 

popular dilakukan dengan beberapa prinsip perjanjian, diataranya adalah: 

                                                 
8 Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, (Deepublish, Yogyakarta, 2015), 

hlm. 75 
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1. Transaksi penyaluran dana yang ditunjukkan untuk memiliki barang dapat 

dilakukan dengan prinsip jual beli dari skema murābahah, salam, dan 

istishnā’. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan untuk memiliki 

barang, dimana tingkat keuntungan Bank Syariah telah ditentukan di awal 

pada saat akad disepakati dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa 

yang dijual. 

2. Transaksi penyaluran dana Bank syariah yang ditunjukkan untuk 

mendapatkan jasa dapat dilakukan dengan prinsip sewa-menyewa dengan 

skema akad ijārah dan ijārah muntahiah bit-tamlīk. Penyaluran dana 

dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana 

keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau 

jasa yang disewakan. 

3. Transaksi penyaluran dana yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang 

ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. 

Produk-produk pembiayaan dengan prinip bagi hasil (profit sharing) di 

Bank Syariah terdiri dari dua akad, yaitu: mudhārabah dan musyārakah. 

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil digunkakan untuk usaha 

kerjasama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa, dimana 

keuntungan Bank ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal 

akad. 

4. Transaksi penyaluran dana yang ditunjukkan sebagai jasa pelayanan dari 

Bank Syariah itu sendiri yang dilakukan dengan beberapa akad, 

diantaranya yaitu, hawālah, kafālah, rahn, qard, dan wakālah. 
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Pembiayaan jenis ini ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan yang  dibutuhkan nasabah. 

Berbicara tentang musyārakah, menurut Fatwa DSN No.8/DSN-

MUI/IV/2000, musyārakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditangung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Bentuk kerjasama dengan model pembiayaan musyārakah ini memiliki 

keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan 

maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses 

kepemilikan aset (barang) atau modal. 

Musyārakah terbagi menjadi dua jenis, yakni musyārakah pemilikan dan  

musyārakah akad (kontrak).9 

1. Musyārakah pemilikan tercipta karena karena warisan, wasiat, atau kondisi 

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. 

Dalam musyārakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam 

sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset 

tersebut. 

2. Musyārakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang 

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal 

musyārakah, dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. 

Musyārakah akad terbagi lagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

                                                 
9 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Gema Insani Press, 

Jakarta, 2001), hlm. 91 
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a. Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap 

pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 

berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan 

kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, 

porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi 

hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan 

mereka.10 

b. Syirkah mufāwadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau 

lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 

berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan 

kerugian dengan sama rata. Dengan demikian, syarat utama dari jenis 

musyārakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, beban kerja, 

tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 

c. Syirkah a’māl adalah kontrak kerjasama antar dua orang seprofesi 

untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan 

dari pekerjaan itu. Misalnya, kersama dua orang arsitek untuk 

menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk 

menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyārakah ini 

juga bisa disebut musyārakah abdān atau sanā’i. 

d. Syirkah wujūh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang 

memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka 

membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual 

                                                 
10 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, (Darul Fikri, Damaskus, 1997) 

hlm. 3881 



13 

 

 

barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan 

kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh 

tiap mitra. Jenis musyārakah  ini tidak memerlukan modal karena 

pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, 

kontrak ini pun lazim deisebut sebagai musyārakah piutang. 

Sebelum terjadinya suatu pembiayaan sebagai penyaluran dana, tentunya 

perlu diadakan perjanjian atau akad pada setiap bentuk ataupun jenis pembiayaan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa perjanjian adalah 

persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang 

masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu. 

Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu  saling berjanji  

untuk melaksanakan suatu hal. 

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang 

perikatan. Dalam Buku III KUHPerdata, perikatan adalah hubungan hukum yang 

terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta 

kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya 

berkewajiban atas sesuatu.11 

Suatu perjanjian atau akad bisa dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun 

dan syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur essensial yang membentuk 

akad, yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu terdiri dari: 

1. Subjek akad, yaitu para pihak yang berakad, 

                                                 
11 Subekti, Hukum Perjanjian, (PT. Interasa Jakarta, 1990), hlm. 17 
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2. Objek yang diakadkan sesuai dengan bentuknya, 

3. Shigat akad yang terdiri dari ījab atau penawaran dan qabūl atau 

penerimaan dari ījab. 

Sementara itu syarat adalah unsur yang membentuk keabsahan rukun akad, 

diantaranya syarat sah suatu akad adalah: 

1. Tidak menyalahi hukum syariah, 

2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha, 

3. Isi perjanjian harus jelas. 

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai suatu tujuan dan 

ataupun terjadi pembatalan atau karena waktu yang telah berakhir. Menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berakhirnya/hapusnya perjanjian 

dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak, dan akad penghapusan dipandang 

sah jika dilakukan seperti pelaksanaan perjanjian, yaitu disepakati oleh para pihak 

dan dilakukan dalam suatu majlis. Syarat penghapusan akad adalah bahwa benda 

yang dijual harus sudah menjadi milik pembeli, penghapusan akad hanya berlaku 

pada barang yang tidak rusak serta penurunan harga tidak mempengaruhi 

keabsahan penghapusan.12 

Hapusnya suatu akad atau perjanjian tertuang dalam Buku III KUHPerdata 

pasal 1381 yang menyatakan bahwa perikatan hapus karena: 

1. Pembayaran, dalam arti sempit berarti pelunasan utang dari nasabah 

kepada Bank, 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 

                                                 
12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Naskah Akademik), (Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Jakarta,, 2007), hlm. 33-34 
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3. Pembaharuan utang, yaitu pihak menghapus perjanjian lama dan 

mengganti dengan perjanjian baru, 

4. Perjumpaan utang atau konpensasi, yaitu penghapusan utang dengan cara 

memperjumpakan utang piutang secara timbal balik, 

5. Percampuran utang, 

6. Pembebasan utangnya, 

7. Musnahnya barang yang terutang, 

8. Kebatalan atau pembatalan, 

9. Berlakunya syarat batal, 

10. Lewatnya waktu. 

Menurut Hasballah Thaib, para ulama fiqh myatakan bahwa suatu akad 

dapat berkhir apabila: 

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad tersebut memiliki 

tenggang waktu, 

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat, 

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir 

jika; 

a. Fasād atau terdapat unsur tipuan dan atau salah satu rukun dan 

syaratnya tidak terpenuhi 

b. Berlakunya syarat khiyār ‘aib atau khiyār ru’yah 

c. Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, 

d. Tercapainya tujuan akad secara sempurna. 
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4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

Selain itu, berakhirnya suatu akad bisa terjadi jika salah satu pihak 

melakukan wanprestasi, yaitu lalai atau ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam 

suatu perikatan. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya.13 

Pasal 36 KHES ( Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), menyebutkan 

bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji/wanprestasi 

apabila karena kesalahannya: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 

2. Melaksanakan apa yang dijanjiakan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian 

meliputi: 

1. Metode Penelitian 

Dalam menyusun laporan ini penulis mendeskripsikan suatu satuan 

analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang lazim 

digunakan pada suatu peristiwa, dengan kata lain penulis menggunakan 

metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang berupaya untuk 

                                                 
13 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Alumni, Bandung, 1986), hlm. 6 
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mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat objek tertentu.14 

Metode deskriptif diartikan juga sebagai suatu metode penelitian yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang.15 

2. Jenis Data 

Sebelum penulis menentukan jenis data yang ditentukan, terlebih dahulu 

akan dikemukakan pengertian data, yaitu fakta atau informasi atau 

keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan 

kesimpulan dan membuat keputusan.16 

Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang 

berupa pernyataan. Data ini bersumber pada hasil pengumpulan data 

melalui wawancara dan studi kepustakaan. 

Penelitian ini dibatasi pada empat alat pengumpulan data, yakni: 

a. Dalam hal pembiayaan musyārakah, metode apa yang digunakan 

dalam bagi hasil. 

b. Hal apa saja yang dapat mengakhiri akad perjanjian yang telah dibuat 

antar pihak. 

c. Bagaimana proses pelaksanaan berakhirnya suatu akad. 

d. Tindakan apa yang dilakukan jikalau mulai timbul gejala yang 

mengarah pada kerugian 

                                                 
14 Yaya Suryana dan Tedi Priatna, Metode Penelitian Pendidikan. (Azkia Pustaka Utama, 

Bandung, 2007) hlm. 103  
15 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Tarsito, Bandung, 1990), hlm. 139.  
16 Yaya Suryana dan Tedi Priatna, Metode Penelitian Pendidikan. (Azkia Pustaka Utama, 

Bandung, 2007) hlm. 160 
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3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu: 

a. Sumber Data Primer, yaitu merupakan data penelitian yang diperoleh 

langsung dari pihak koordinator marketing BPRS Amanah Rabbaniah 

karena beliau lebih faham dan memiliki peranan penting dalam hal 

pengambilan keputusan dan kebijakan operasional atas kerjasama 

yang dilakukannya tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain 

atau lewat dokumen seperti buku, artikel, media cetak dan lain 

sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.17 Data sekunder 

penulis diperoleh dari jurnal, makalah, skripsi, artikel, catatan 

perkuliahan, internet, dan buku-buku lain sebagainya. 

4. Teknik Penelitian. 

Dalam teknik penelitian untuk melengkapi pengumpulan data, penulis 

menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut: 

a. Wawancara, Menurut Muhammad Ali yaitu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data, yaitu dengan 

mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan 

                                                 
17 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta, Jakarta, 2008), 

hlm. 137 
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menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban atas 

mekanisme operasional dari pihak pengelola dana terssebut.18 

Adapun petanyaan-pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan hal-

hal yang berkaitan dengan  masalah penelitian, diantaranya: 

1) Dalam hal pembiayaan musyārakah, metode apa yang digunakan 

dalam bagi hasil. 

2) Hal apa saja yang dapat mengakhiri akad perjanjian yang telah 

dibuat antar pihak. 

3) Tindakan apa yang dilakukan jikalau mulai timbul gejala yang 

mengarah pada kerugian. 

b. Studi Pustaka, yaitu dengan cara membaca buku, mengumpulkan 

landasan-landasan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Amanah Rabbaniah Banjaran, Bandung. Dengan pertimbangan bahwa 

dalam akad pembiayaan musyārakah di lembaga tersebut terdapat 

permasalahan mengenai brakhirnya suatu akad pada syistem kerjasama 

yang dilakukan. 

6. Pengolahan dan analisis data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa 

tahapan, antara lain: 

                                                 
18 Yaya Suryana dan Tedi Priatna, Metode Penelitian Pendidikan. (Azkia Pustaka Utama, 

Bandung, 2007) hlm. 195 
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a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari 

observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

b. Menafsirkan data yang terpilih dengan meggunakan kerangka 

pemikiran. 

c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang 

telah dianalisis. 

 


